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DESENTRALISASI FISKAL DI SEKTOR KELAUTAN PASCA
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang -Undang Cipta Kerja tidak saja mengubah tata cara penyusunan
peraturan per Undang-undangan tapi juga tata kelola perizinan sebagai salah satu
sumber pendapatan daerah. Penyeragaman perizinan berusaha yang sebelumnya
terfragmentasi di tingkat daerah yang mengatur sektor kelautan dilakukan
penyederhanaan perizinan dan sentralisasi kewenangan. Namun, perubahan ini
menimbulkan ke tidak jelasan pengaturan desentralisasi , khususnya dalam hal
Pembagian kewenangan pusat-daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah. Daerah yang memiliki sumber daya kelautan kesulitan melakukan
pengelolaan potensi dan mengambil manfaat keuangan dalam bentuk penerimaan
akibat kompleksitas prosedur dan pembagian kewenangan baru. Diperlukan solusi
untuk menyelaraskan Undang-undang Cipta Kerja dengan prinsip otonomi daerah
khusus di sektor kelautan. Berdasarkan kondisi tersebut tulisan ini untuk menjawab
bagaimanakah pengaturan desentralisasi di sektor kelautan oleh Undang-undang Cipta
Kerja dan bagaimana implikasi hukum desentralisasi di sektor kelautan setelah
diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja?. Sifat penelitian ini adalah hukum
normatif dengan pendekatan per-Undang-undang an untuk melihat sejauh mana
peraturan yang mengatur desentralisasi di sektor kelautan serasi secara vertikal(
perundangan yang berkedudukan berbeda) atau horizontal (perundang-undangan yang
sederajat atau sama) dalam pandangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan Desentralisasi Fiskal Di Sektor Kelautan Oleh Undang -Undang
Cipta Kerja cenderung mengurangi otonomi daerah di sektor kelautan. Kemudian
pada regulasi turunan Undang-undang Cipta Kerja terjadinya kekosongan hukum
perizinan sektor kelautan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kegiatan
investasi sekaligus berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini memerlukan
penyempurnaan Kerangka Regulasi Desentralisasi dalam Undang-undang Cipta
Kerja. Pemberian diskresi administratif kepada daerah dengan pengawasan ketat, serta
penyusunan Perda inisiatif untuk mengisi kekosongan hukum.
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FISCAL DECENTRALIZATION IN THE MARINE SECTOR AFTER THE
ENACTMENT OF THE JOB CREATION LAW

ABSTRACT

Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation
in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law has fundamentally
transformed licensing governance, which constitutes a vital source of Regional
Government Revenue. The standardization of marine sector business licensing, which
was previously fragmented at the regional level, has been simplified and centralized.
However, these changes create ambiguity in decentralization, particularly regarding
central-regional jurisdictional boundaries and their influence on Regional Government
Revenue. Due to procedural complexities and new divisions of authority, resource-rich
regions encounter difficulties in managing their maritime potential and securing
financial benefits. Consequently, the Job Creation Law must be aligned with regional
autonomy principles within the marine sector. This study investigates the framework
of decentralization fiscal in the marine sector under the Job Creation Law and
evaluates its legal implications. Utilizing normative legal research and a statutory
approach, the paper examines whether these regulations maintain vertical and
horizontal consistency within the Indonesian legal system.

Findings indicate that the Job Creation Law tends to diminish regional
autonomy in the marine sector. Furthermore, legal voids in marine licensing within
implementing regulations lead to investment uncertainty and decreased Regional
Government Revenue. Therefore, the decentralization regulatory framework requires
refinement. Administrative discretion should be granted to regional governments
under strict supervision, complemented by the development of local initiative
regulations to address existing legal gaps.

Keywords: Job Creation Law, Decentralization Fiscal, Marine Sector, Regional
Autonomy, Regional Government Revenue.
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